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Info Artikel Abstract
Cancellation of a marriage begins after the Court decision has
Keywords: permanent legal force and is valid since the time the marriage takes
Legal Implications; place. The purpose of this study is to examine and analyze the legal
Sentence; Cancellation of implications of court decisions on cancellations made after marriage
Marriage. because it involves protecting the rights and obligations of the parties

(husband and wife). The research method used is the type of normative
research with a statutory approach, a conceptual approach and a case
approach. The results showed that the cancellation of a marriage has
permanent legal force, the separation is different from the husband and
wife who separated due to divorce, but the obligation of iddah still
applies to women whose marriage is canceled, while the provision of
living has different provisions, namely, not getting a living from her
ex-husband, because a marriage with a fasid contract that does not
require a living. Cancellation of a marriage begins after a court decision
has permanent legal force, and is effective from the time the marriage
takes place.

Abstrak
Kata Kunci: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan
Implikasi Hukum; Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
Pengadilan; Pembatalan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Tujuan
Perkawinan. penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai implikasi

hukum dari putusan pengadilan terhadap pembatalan yang
dilakukan  setelah  perkawinan  karena  menyangkut
perlindungan hak dan kewajiban para pihak (suami-istri).
Metode penelitian yang pakai yaitu jenis penelitian normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan
bahwa pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, berpisahnya berbeda dengan suami istri yang
berpisah karena talak, namun kewajiban iddah tetap berlaku bagi
wanita yang perkawinannya dibatalkan, sedangkan pemberian
nafkah terdapat ketentuan yang berbeda yaitu, tidak mendapat
nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad
yang fasid tidak mewajibkan nafkah. Batalnya suatu perkawinan
dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan
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1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan
wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarg (Latupono, 2018:
155). Selain itu, perkawinan merupakan suatu ikatan sosial atau suatu ikatan perjanjian
hukum antara pribadi manusia dalam membentuk hubungan kekerabatan atau membentuk
sebuah keluarga (Rizkal, 2019: 26). Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang
sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan
ibadah (Lathif, 2020: 1), setiap perkawinan yang dilakukan ada yang berakhir sampai maut
memisahkan namun ada juga yang hanya sesaat kemudian bercerai (Latupono, 2020: 242)

Manusia secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk
membina suatu hubungan. Sebagai realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut
tentunya diperlukan suatu ikatan baik secara lahir maupun batin yang disebut dengan
perkawinan (Ahmad, 1999: 1). Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat
manusia sejak zaman dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang
aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum (Prodjohamidjojo,
2007:1). Membicarakan perkawinan selalu akan menarik karena lembaga perkawinan itulah
yang melahirkan keluarga, tempat seluruh hidup dan kehidupan manusia berputar.
Pergaulan hidup rumah tangga di bina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang
antara suami istri. Suami dan Istri terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan
untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga bahagia,
kekal, dan sejahtera (Zulkifli, 2019: 18). Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang
dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (Saleh, 2000: 14). Ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak
boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita
hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-duanya harus
membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas.Jalinan ikatan
lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun dan
membina keluarga yang bahagia dan kekal.Keluarga/rumah tangga yang dibentuk harus
didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma-norma (hukum)
agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan keluarga yang bersangkutan.

Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadiln, terjadi bila para pihak tidak
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan
(Hardhani et al.,, 2016: 1) , adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ialah sebagai berikut :

1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai.

2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia21
tahun.

3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah
mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.

4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan
keluarga atau hubungan darah.
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5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan
calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali
telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami.

6) Bagisuamiistri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka
tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya).

7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

Ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu “ perkawinan
harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” maka perkawinan harus disetujui
oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari
pihak manapun, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia,
dengan demikian pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang
menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para
pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Sudarsono, 2005:
40). Batalnya perkawinan berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan
tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah
kawin sebagai suami isteri (Faisal, 2017: 5), dan diharamkan bagi mereka yang
perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami isteri (Husaima et al.,
2020: 149). Pembatalan perkawinan membawa akibat hukum baik terhadap status
perkawinan yang pernah dilaksanakannya, maupun harta perkawinan. Salah satu kasus
pembatalan perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo dan telah diputuskan
melalui putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.

Pemohon (I binti F) memberi kuasa terhadap (Margo Lelono, SH, Tonny Fajar
Oktavianto, SH dan Fitri Pratiwi, SH) selaku kuasa hukum untuk mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wonosobo untuk membatalkan perkawinan
Pemohon (I binti F) dengan Termohon (K binti W). Mengenai duduk perkaranya adalah
bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 April
2010 menurut Agama Islam dihadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana tercantum
dalam buku nikah Nomor 207/16/1V/2010 Tanggal 02 April 2010 yang dikeluarkan oleh
KUA Kabupaten Wonosobo.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah
orangtua Termohon selama dua minggu, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon belum hidup rukun serta belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla
dukhul). Pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orangtua
Pemohon dan dipaksa untuk segera menikah. Pemohon tidak mengenal Termohon secara
baik sehingga pemohon tidak mencintai Termohon dan Pemohon mau menikah dengan
Termohon karena rasa takut dan ingin mengabdi kepada orangtua Pemohon.

Atas permohonan Pemohon maka Termohon tidak keberatan atas permohonan
Pembatalan Nikah antara Pemohon dengan Termohon. Pengadilan Agama Wonosobo pada
akhirnya mengabulkanpermohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan Pemohon
dengan Termohon dengan penetapan Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb, dengan
berdasarkan pada keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon.

Dasar hukum putusan Pengadilan Agama Wonosobo di atas berdasarkan pada
pertimbangan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah tidak sah
karena Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon sebab dijodohkan oleh
orangtua.
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2. Hasil dan Pembahasan

Perkawinan merupakan salah satu momen sakral yang umumnya akan dilalui oleh
setiap manusia. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin
hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya dan perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Pencegahan yaitu perkawinan yang belum terlaksana, sedangkan pembatalan adalah
perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang.
Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang
pembatalan perkawinan pada Pasal 22 yaitu “perkawinan dapat dibatalkan apabila para
pihak tidak memenubhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Oleh karena itu perlu dipahami perbedaan antara pembatalan perkawinan dan
pencegahan perkawinan.Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum pelangsungan
perkawinan dilaksanakan disebabkan karena adanya syarat perkawinan belum
terpenuhi.Pencegahan atau menghalang-halangi (stuiting) perkawinan merupakan usaha
untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan
undang-undang yang berlaku (Subekti, 2005: 33).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 14 ayat (1):
Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan
pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat (2): Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini
berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan, apabila salah seorang dari calon
mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata
mengakibatkan, kesengsaraan bagi calon mempelai, yang lainnya, yang mempunyai
hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan selanjutnya, juga
diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan. Pencegahan maupun
pembatalan di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 13 menyatakan: Perkawinan dapat
dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan. Untuk mencegah perkawinan, harus diajukan kepada pengadilan di daerah
hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-
Undang Perkawinan, yang bunyi lengkapnya: Ayat (1): Pencegahan perkawinan diajukan
kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan
memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Ayat (2): Kepada calon-calon
mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Ketentuan selanjutnya bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan
pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh
yang mencegah.Begitu pula, perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan
belum dicabut. Bagaiman halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan dapat pula
dibatalkan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan (Soimin,
1992: 17).

Terkait dengan akibat pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan
yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam
Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan
Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya
perkawinan”.

1. Terhadap Anak
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Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan
perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut
terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami istri yang
bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan
didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya
tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik
sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28 ayat (2) dapat dijelaskan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-
anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam
perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-
anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad
buruk, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak
yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya
beritikad buruk, anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan
kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum, dan
tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak
mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang
perkawinannya dibatalkan. Perlindungan anak sebenarnya bukan hanya tanggungjawab
orang tua dan keluarga, tetapi juga merupakan tangungjawab bersama masyarakat dan
pemerintah (Tahamata, 2015: 63).

2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama,
bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah
pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman
mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban
para pihak.

3. Terhadap Hubungan Suami Istri

Ketika perkawinan sudah dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
berpisahnya berbeda dengan suami istri yang berpisah karena talak, namun kewajiban iddah
tetap berlaku bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan. Sedangkan dalam masalah
nafkah terdapat ketentuan yang berbeda yaitu, tidak mendapat nafkah dari mantan
suaminya, karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak mewajibkan nafkahm (Thalib,
2004: 83-84). Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang
ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan
dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan
pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya
perkawinan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa implikasi hukum dari putusan pengadilan
terkait dengan pembatalan perkawinan yaitu suatu batalnya perkawinan dimulai setelah
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat
berslangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut .Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang
telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah,
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meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Suami atau istri
yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan
perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Harta yang ada
pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan perlu mendapatkan
pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan
kewajiban para pihak
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